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*Tanda baca dalam risalah: 
 
[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan 

kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. 
…      :  tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren 

(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). 
(…)    : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh 

pembicara yang lain. 
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1. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Bismillahirahmanirahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka 
untuk umum.  
 
 
 
 Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk 
kita semua. Sidang untuk Perkara Nomor 81 … eh, maaf, 61/PUU-
XVIII/2020, tadi Pak Panitera sudah mengabsensi, tapi ternyata DPR 
tidak hadir, yang lain hadir semuanya. Tetapi DPR sudah mengirim surat, 
memberitahukan bahwa DPR tidak akan mengajukan saksi atau ahli, tapi 
keterangan tertulisnya sudah disampaikan sebelumnya.  
 Oleh karena itu, sidang pada pagi ini tidak bisa atau tidak akan 
diteruskan karena DPR tidak menggunakan haknya. Sementara untuk 
Pemohon, Pihak Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait sudah menyampaikan 
atau menyerahkan keterangan dan mengajukan ahli dan saksi. Untuk itu, 
sekali lagi, sidang hari ini adalah sidang terakhir. Kemudian untuk 
agenda selanjutnya penyerahan kesimpulan, yaitu paling lambat hari 
Senin, tanggal 23 Agustus 2021. Sekali lagi, penyerahan kesimpulan 
paling lambat tanggal 23 Agustus 2021. Ya, sudah jelas, ya? 
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO 
 
 Yang Mulia.  
 

3. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya.  
 

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO 
 
 Yang Mulia, izin dari Kuasa Pemohon, Yang Mulia.  
 

5. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya.  
 
 
 
 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.12 WIB 

KETUK PALU 3X 



2	

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan 
silakan mendengarkan  rekaman suara aslinya ( https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16 ). 

 
 

6. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO 
 
 Untuk kepentingan apa … kesimpulan, Yang Mulia, kami mohon 
supaya Kuasa Pemohon mendapatkan salinan keterangan apa … 
keterangan dari DPR, Yang Mulia.   
 

7. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya, baik. Nanti setelah sidang ini ditutup, bisa berhubungan 
dengan Panitera, ya? 
 

8. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO 
 
 Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
 

9. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, baik. Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.  

 
 

 
 
   

Jakarta, 12 Agustus 2021 
  Panitera, 

                                                                                    
                           
  ttd.    
  
                                                                  

  Muhidin 
  NIP. 19610818 198302 1 001 

 

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.15 WIB 
	

KETUK PALU 3X 


